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BAB II

Politik Global AS di Asia Tenggara; Strategi Diplomasi dan Kepentingan

A. Strategi Politik Global AS Terhadap Dunia Internasional

1. Dasar Kebijakan Strategi Politik Global AS di Dunia Internasional

Politik global AS terhadap dunia internasional sebelum perang dunia II yang dikemukakan oleh Presiden AS Woodrow Wilson pada tahun 1918 menyampaikan empat belas pokok pidato (fourteen Points Speech) menekankan perlunya penegakan demokrasi dan penghargaan hak-hak dasar manusia
, antara lain:

a. Perjanjian terbuka mengenai perdamaian, hal mana proses diplomasi                                     harus terbuka dan dapat diikuti atau diawasi rakyat umum;
b. Kebebasan berlayar di luar perairan territorial, baik di masa perang  maupun damai;
c. Sebuah perhimpunan umum dari bangsa-bangsa harus dibentuk di bawah perjanjian khusus untuk memperkuat rasa saling menjamin kemerdekaan dan integritas territorial baik terhadap negara besar maupun negara kecil.


Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, para pemimpin Amerika membenarkan keterlibatan Amerika dalam upaya penegakan HAM di luar negeri, bahkan pada akhirnya penanaman kekuasaan di Kuba dan Fillipina dengan dalih mendukung hak mereka untuk memerdekakan diri dari kolonialisme Spanyol. Woodrow Wilson melakukan berbagai tindakan untuk menciptakan citra pembelaan aktif, bukan pasif atas hak-hak demokrasi dan penentuan nasib sendiri dengan dalih perjuangan untuk membuat dunia ini aman bagi demokrasi.


Upaya perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional mendapatkan perhatian yang amat serius tatkala pecah Perang Dunia II pada tahun 1939 beserta kekejaman Nazi Jerman yang mengikutinya. Presiden AS Franklin D Roosevelt pada tahun 1940 menyampaikan sambutan di Charlottesville (Addres at Charlottesville) menekankan perlunya AS melepaskan politik netralnya dan segera bergabung dalam sekutu membantu Inggris dan negara-negara Eropa lainnya dari ekspansi yang dilakukan pemerintah diktator Nazi Jerman.
 Pada tahun 1941, ia secara tegas memaparkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak-hak asasi manusia AS yang dikenal dengan Four Freedoms,
 sebagai berikut:

· Kebebasan berbicara (freedom of speech);

· Kebebasan beragama (freedom of religion);

· Kebebasan dari kemiskinan (freedom from want);

· Kebebasan dari ketakutan (freedom for fear).

Pasca Perang Dunia ke II, peranan AS dalam pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 1945, merupakan gambaran tekad dan tindakan penegakan dan penghormatan Hak-hak Asasi Manusia ke seluruh dunia. Piagam PBB yang ditandatangani oleh 50 negara di San Fransisco pada tanggal 26 Juni 1945 merupakan hasil perjuangan panjang, lewat berbagai pengalaman masa lalu, khususnya setelah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations) yang dirintis Presiden Amerika Woodrow Wilson seusai Perang Dunia I. Namun, upaya Woodrow Wilson lewat PBB tersebut gagal akibat “…the rise in popularity of anti democratic and nationalistic doctrines, and the unwillingness of peaceloving peoples to assume necessary responsibility for the maintenance of people resulted in the disintegration and collapse of the league system”
   
Pada masa perang dingin kebijakan luar negeri AS juga tetap didasarkan pada masalah penegakan HAM dengan sasaran utama membendung komunisme ke seluruh dunia. Selain hal tersebut AS mengedepankan politik pembendungan (containment policy) yang bersifat defensive. Politik ini ditujukan untuk menghadapi/menghambat penyebaran nilai-nilai sosialis komunis bahkan untuk menghancurkan pengaruh Uni Soviet di dunia.

Pasca perang dingin politik global AS tetap didasarkan pada penegakan HAM dan demokrasi yang dituangkan dalam kebijakan enlargement dan engagement. Kebijakan tersebut dicanangkan pada bulan Februari 1996 dan mencakup 3 (tiga) tujuan utama, yakni: Pertama, Meningkatkan keamanan AS dengan mempertahankan kekuatan militer yang kuat dan menerapkan diplomasi yang tepat guna untuk meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara lain; Kedua, Mengupayakan peningkatan kemakmuran domestik melalui pembukaan pasar asing dan perkembangan ekonomi global,; Ketiga, Meningkatkan demokrasi di luar negeri.

Pasca tragedi WTC, politik global AS ditujukan untuk menyikapi keamanan internasional dan perang melawan terorisme internasional. Perhatian terhadap terorisme internasional, sebagai dampak serangan 11 September 2001, masih tetap mengambil porsi besar dalam politik luar negeri AS. Dalam kaitan ini, Pemerintah AS telah melanjutkan berbagai upaya untuk memerangi terror yang dilakukan secara simultan dalam berbagai jalur, termasuk jalur diplomatik, militer, financial, intelijen dan law enforcement; yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kebijakan dimaksudkan untuk dapat:

a. Memudahkan penangkapan terhadap para teroris di semua lini/sel baik aktif maupun non aktif.

b. Mencegah muncul dan bertahannya “safe haven” bagi para teroris.

c. Mendesak negara-negara yang oleh DOS dikategorikan oleh sebagai “states sponsoring terrorism” untuk menghentikan dukungan mereka terhadap terorisme.
d. Mencegah terjadinya serangan ulang ke AS melalui peningkatan keamanan domestik AS.

e. Meningkatkan kemampuan negara-negara sahabat dan sekutu AS dalam upaya memerangi terorisme.

Sebagai langkah dari kebijakan defensive intervention dan penerapan dari doktrin pre-emption dalam rangka memerangi teroris, Presiden Bush, setelah sebelumnya mendapatkan dukungan Kongres AS melalui resolusi “Authorization for the use of Military Force Against Iraq”, telah memerintahkan militer AS untuk melakukan penyerangan terhadap Irak pada 19 Maret 2003. Bagi AS, pemerintahan Irak dibawah rezim Saddam Hussein adalah rezim yang mengembangkan senjata pemusnah massal serta mendukung terorisme. Tindakan penyerangan AS ke suatu negara pada masa pemerintahan George W. Bush, dalam hal ini adalah Irak, dalam konteks perang melawan terorisme, merupakan penyerangan yang kedua setelah Afghanistan yang dilakukan pada 8 Oktober 2001. Penerapan kebijakan AS tersebut merupakan perubahan yang cukup radikal dalam kebijakan luar negeri AS, dimana pada masa Administrasi Presiden dari partai Demokrat terdahulu lebih menekankan AS sebagai global moral leader.

Seiring dengan penerapan doktrin “defensive Intervention” dan “pre-emptive strike” tersebut, sesuai policy paper AS tahun 2002 yang termuat dalam National Security Strategy of The United States (NSS), pada pertengahan bulan Februari tahun 2003, Administrasi Bush mengeluarkan National Strategy for Combating Terrorism yang pada hakekatnya merupakan elaborasi dari kebijakan AS dalam NSS. Strategi Amerika Serikat dalam memerangi terorisme, sebagaimana dituangkan dalam pedoman Strategi Nasional Amerika Serikat tersebut, menetapkan “Strategi 4D” sebagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. “Strategi 4D” tersebut mencakup upaya untuk mengalahkan teroris serta organisasinya (defeat), menolak permintaan pemberian perlindungan dan dukungan dari kelompok teroris (deny), mengupayakan pengurangan situasi dan kondisi yang dapat dieksploitasi oleh kelompok teroris sebagai pembenaran terhadap aksi teror yang dilakukannya (diminish), serta upaya kolektif yang dilakukan oleh pemerintah untuk membela kedaulatan, wilayah territorial serta kepentingan Amerika Serikat baik di dalam maupun di luar negeri (defend).

2. Arah kebijakan politik global Amerika Serikat di dunia.

Politik global AS terhadap dunia internasional pada sebelum perang dunia II diarahkan untuk memperkuat kondisi politik dalam negeri AS sendiri dengan mengedepankan penegakan HAM dan Demokrasi.


Setelah perang dunia II, politik global AS pada awalnya diarahkan untuk memperkuat tentang penegakan HAM di dalam PBB dengan dibentuknya Proklamasi Hak-hak Asasi Manusia (Declaration of Universal Principals of Human Rights) PBB pada tanggal 10 Desember 1948, kian memperkuat tekad lembaga ini untuk menegakkan kehormatan HAM ke seluruh dunia. Deklarasi itu mencantumkan hampir semua hak politik dan sipil dari konstitusi dan sistem hukum nasional AS, antara lain: persamaan di depan hukum; perlindungan terhadap penangkapan yang sewenang-wenang; hak atas pengadilan yang adil; hak memiliki kekayaan; kebebasan berpikir; berhati nurani dan beragama; serta kebebasan berserikat dan berkumpul.. Deklarasi tersebut juga dilengkapi dengan hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak untuk bekerja, dan memilih pekerjaan secara bebas, hak atas upah pekerjaan yang sama, hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh, hak untuk beristirahat dan bersenang-senang, hak atas standar hidup yang layak dan hak mendapat pendidikan.


Sedangkan pada masa perang dingin, politik global AS diarahkan untuk membendung pengaruh Komunis. Ini terlihat pada masa pemerintahan Eisenhower (1945) kebijakan luar negeri AS juga melanjutkan kebijakan yang amat dikaitkan dengan masalah penegakan HAM dengan sasaran utama membendung pengaruh komunisme ke seluruh dunia. Retorika hak-hak asasi manusia didengung-dengungkan untuk memperkuat tekad dan dalihnya guna membendung komunisme ke seluruh dunia.
  


Sikap anti komunisme AS mempunyai akar-akarnya pada moralitas maupun kebutuhan sehingga pembendungan terus-menerus terhadap komunisme menjadi kebijakan strategis yang mendasar. Sasaran utama kebijakan ini ialah membendung kekuatan Uni Soviet dan komunisme internasional.


Pasca perang dingin relatif AS sudah tidak memiliki musuh yang sangat kuat. Kebijakan politik global AS pasca perang dingin diarahkan untuk semakin menyebarkan ideology liberalismenya dengan tetap tidak meninggalkan tentang penegakan HAM dan Demokrasi.


Kebijakan politik global AS pasca tragedi 11 September 2001 diarahkan untuk memberantas Terorisme Internasional yang dianggap akan membahayakan keamanan nasional AS dan keamanan dunia internasioanl. Oleh karena itu AS telah melakukan pengkajian di berbagai bidang yang berkaitan dengan masalah kebijakan dan strategi pertahanan melalui transformasi militer. Strategi pertahanan AS dituangkan dalam “The 2001 Quadrennial Defense Review” yang dijadikan dasar perencanaan strategi pertahanan, misi militer dan tolak ukur keberhasilan dalam mengembangkan Angkatan Bersenjata AS.
    

Departemen pertahanan AS telah membuat beberapa perubahan penting, antara lain melakukan misi-misi baru dan membentuk “Under Secretary of Defense for Intelligence ” dan “Assistant Secretary of Defense for Homeland Defense”. AS juga melakukan kerjasama dengan sekutu-sekutu Eropa untuk mengembangkan struktur komando NATO yang baru dan mulai mengembangkan “NATO Rapid Response Force”


Pemerintah AS mengganti pendekatan “Major Theater War” yang sudah berusia 1 dasarwasa lebih dengan strategi pertahanan baru yang lebih sesuai dengan kriteria untuk menghadapi ancaman abad 21. Perspektif baru yang pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2001 tersebut, telah membawa perubahan sangat signifikan pada penentuan, kriteria dan dukungan terhadap misi-misi pertahanan yang utama selama tahun 2003, antara lain adopsi terhadap “United Command Plan” dalam bentuk baru, termasuk komando-komando khusus yang dapat mendukung tersusunnya rencana penanganan pertahanan di dalam negeri secara lebih baik, memberikan kewenangan kepada Komandan Joint Forces untuk mempelopori pelaksanaan transformasi dan inovasi Dephan AS dalam masalah latihan dan tempur, serta membentuk komando strategis baru yang bertanggung-jawab dalam memberikan peringatan dini dan membangun pertahanan untuk menghadapi serangan Rudal serta melakukan serangan Rudal jarak jauh. Selama tahun 2003, titik berat kebijakan AS masih mengacu dan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan kebijakan AS setelah mengalami tragedi 11 September 2001.

Dalam upaya mengatasi segala bentuk ancaman serangan teroris ke dalam negeri, AS melaksanakan transformasi Angkatan Bersenjata (AB) supaya mampu bergerak lebih cepat, lebih leluasa dan terkoordinasi.


Upaya lainnya adalah menyesuaikan AB dengan misi yang diembannya, yang meliputi:

a. Mempertahankan Amerika Serikat. Untuk memepertahankan AS tidak hanya mengarah kepada lawan yang diperkirakan akan mengancam AS, tetapi juga dengan cara bagaimana AS di ancam dan menjawab ancaman tersebut.

b. Mengukuhkan hubungan dengan sekutu.

c. Mencegah timbulnya serangan di wilayah-wilayah kritis.

d. Meredam peperangan akibat konflik yang tumpang tindih dan mengawal keputusan Presiden untuk menang, termasuk kemungkinan untuk mengganti rezim atau melakukan pendudukan.

e. Melaksanakan secara terbatas sejumlah operasi kontijensi berskala kecil.


Menurut Anggaran Pertahanan dan Apropriasi Military Construction tahun 2003 adalah sebesar 355,1 Milyar USD, termasuk untuk pembelian senjata baru sebesar 71,6 milyar USD, untuk Litbang 58,6 milyar USD dan program personel 93,6 milyar USD. Pendanaan tersebut belum termasuk tambahan-tambahan yang jumlahnya bervariasi sesuai kebutuhan yang diajukan oleh DoD untuk jangka waktu kurang lebih sampai dengan lima tahun ke depan, khususnya pembiayaan kegiatan militer dan operasi kontra terorisme di seluruh dunia, juga operasi militer yang dilaksanakan terhadap Iraq  dan kebutuhan di luar Departemen of Homeland Security (DHS) dan institusi lainnya. Yang mendorong terjadinya perubahan dan ditampilkan dalam anggaran 2003 adalah pertimbangan untuk merubah sudut pandang perencanaan pertahanan dari “Threa-based” menjadi “Capabilities-based”.

B. Diplomasi Politik Global AS di Dunia Internasional
1. Dasar Kebijakan Diplomasi AS di Dunia


Diplomasi AS ditujukan untuk memperkuat kepentingan nasional AS terhadap dunia internasional. AS pun melakukan berbagai langkah Diplomasi, yaitu: Diplomasi Puncak pada masa pasca perang dunia II yang cukup terkenal diadakan di Jenewa pada bulan Juli 1954 di mana Presiden Einshower dari Amerika Serikat, Perdana Menteri Inggris Anthony Eden, dan Perdana Menteri Perancis Edger Faure telah bertemu di sana untuk membicarakan masalah-masalah sensitif yang berkaitan dengan keamanan dan perlucutan senjata di Eropa.
 

Sedangkan pada masa perang dingin karena adanya pertentangan ideology (ideological conflict) dan pertentangan blok dan kekuatan besar (big powers and blocs rivarlry) antara Blok Barat (Amerika Serikat dan Sekutunya) dan Blok Timur (Uni Soviet dan negara-negara sosialis Eropa Timur). Suasana perang dingin pada masa itu menciptakan polarisasi dunia dalam dua kubu (bipolar) yang ditandai oleh perluasan lingkungan pengaruh (sphere of influence) oleh masing-masing kekuatan dengan pembentukan pakta-pakta militer seperti NATO oleh negara-negara Barat dan Pakta Warsawa oleh negara-negara sosialis di Eropa Timur serta berbagai pembentukan pangkalan-pangkalan militer di berbagai tempat di dunia. Di samping kekuatan besar secara politis melakukan pemusatan kekuasaan (political hegemony) di negara-negara lain, mereka juga memacu persenjataan (arms race) masing-masing.


Pada pasca perang dingin diplomasi AS didasarkan pada penguatan kembali nilai-nilai HAM dan Demokrasi serta Liberalisasi. Jadi Diplomasi yang dilakukan oleh AS pada masa ini dilakukan untuk penyebaran ideology yang seluas-luasnya.

Pasca tragedi WTC diplomasi George Bush ditekankan pada kepentingan nasional sebagai kunci politik luar negeri AS. Kebijakan diplomasi tetap dilaksanakan secara pragmatis dengan keamanan nasional AS sebagai parameter utama.


Dalam hal terorisme, pada Februari 2003, Administrasi Bush telah mengeluarkan National Strategy for Combating Terrorism, suatu elaborasi kebijakan National Security Strategy (NSS) AS, yakni defeat, deny, diminish para teroris dan organisasinya serta defend kepentingan AS. Di samping itu, pada 20 Mei 2003, telah dikeluarkan pula National Policy on Ballistic Missile Defense, yakni pentingnya program penggelaran pertahanan rudal bagi keamanan nasional serta negara sahabat AS. Selanjutnya, pada 31 Mei 2003, Presiden Bush telah mengajukan Proliferation Security Inisiative (PSI), suatu upaya multilateral dalam mencegah Proliferasi senjata pemusnah massal melalui pemeriksaan pesawat/kapal di wilayah territorial serta laut bebas. Selain itu, daftar Foreign Terroriset Organization (FTO) telah dipertahankan, sesuai pernyataan Menlu AS, untuk tahun 2003, terdapat tambahan 36 organisasi sebagai FTO, termasuk Jamaah Islamiyah (JI). Kebijakan pre-emption di atas, menurut menlu Collin Powell telah dibarengi dengan strategy Partnership, kerjasama dalam berbagai bidang seperti penanggulangan HIV/AIDS serta Midlle East Partnership Inisiative.

2. Agenda Politik luar negeri AS di dunia internasional
2.1 Faktor internal


Kendatipun AS kini muncul sebagai satu-satunya negara adikuasa, namun para pengambil keputusan politik luar negeri AS merasakan perlu untuk terus meneyesuaikan agenda politik luar negerinya sesuai dengan perubahan sistematik dan situasional yang terjadi di lingkungan eksternal dan internalnya.
 Hal ini dilakukan sebagai upaya agar politik luar negeri AS tidak bersifat reaktif (namun sebaliknya, bersifat proaktif) terhadap tuntutan-tuntutan internasional dan domestik yang muncul dalam politik luar negerinya.

Politik luar negeri AS pada era pasca pemilu 1998 dengan menyandarkan pada tataran teori di atas tanpa mengabaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan internal AS sebagai input bagi perumusan politik luar negeri. Bagian pertama tulisan ini akan memaparkan discourse antara Realisme dan Idealisme dalam politik luar negeri AS. Dalam sejarah politik luar negeri AS, persaingan antara Realisme dan Idealisme telah dan akan terus menjadi perbincangan yang menarik di kalangan akademisi dan praktisi politik luar negeri.
 Bagian kedua akan membahas prinsip-prinsip utama dalam politik luar negeri AS dan bagian terakhir akan menjajaki kemungkinan (probabilitas) arah politik luar negeri AS pada era kedua kepemimpinan Bill Clinton dan George W. Bush yang akan membawa AS memasuki abad 21.

Dalam Politik Luar Negeri AS terdapat Diskursus antara Realisme dan Idealisme. Bila dilihat dari perjalanan sejarah politik luar negeri AS, perdebatan antara Realisme dan dan Idealisme  dalam politik luar negeri AS sudah berlangsung sejak awal abad 20.
 Dalam masa-masa Perang Dunia I, Idealisme lebih mendominasi warna politik luar negeri AS ketika Woodrow Wilson mengarahkan agenda politik luar negeri AS bagi terciptanya suatu tatanan dunia yang lebih damai. Visi utama politik luar negeri AS pada masa itu adalah menciptakan keamanan internasional melalui penerapan hukum internasional dan organisasi internasional. Selain itu, nuansa idealisme ini tercermin pula pada gagasan untuk terus meningkatkan kerjasama antara negara-bangsa, menjauhkan penggunaan kekerasan (militer) dalam penyelesaian sengketa internasional dan mendukung pencapaian demokrasi sebagai prasyarat terbentuknya perdamaian internasional.

Dasar-dasar politik luar negeri AS pada masa itu merupakan manifestasi dari gagasan Woodrow Wilson yang dikenal sebagai “The Fourteen Points”. Beberapa poin utama yang mendasari politik luar negeri AS antara lain: “Peace would be furthered by the removal of so far as possible all economic barries  and the stablishment of an equality of trade conditions among all nation ... (point III); “world peace required that negotiated measures be taken to asure that national armament will be reduced to the lowest point consistent with domestic safety (point IV); “International legal covenants must be strengthened and respected (point VIII); “a general association of nations must be formed under specific covenants for the purpose of affording mutual guarantees of political independence and territorial integrity of great and small states alike (point XIV).
 Dengan demikian, politik luar negeri AS pada era pasca Perang Dunia I sangat menekankan terciptanya perdamaian internasional melalui sapek-aspek hokum dan organisasi internasional (Liga Bangsa-Bangsa) sebagai manifestasi dari paham Idealisme.

Namun pecahnya Perang Dunia II menandai kegagalan Idealisme dalam politik luar negeri AS dan politik Internasional. Para penganut Realisme menyatakan bahwa dalam sistem internasional yang bersifat anarkis dan konfliktual, para actor negara-bangsa tidak dapat menyandarkan interaksi mereka pada hukum dan organisasi internasional melainkan pada power yang tercermin pada kekuatan militer.
 Sebagai konsekuensi setiap negara-bangsa akan selalu berupaya menjamin keselamatan nasionalnya melalui peningkatan kekuatan militer (power maximiser). Periode pasca Perang Dunia II atau lebih dikenal sebagai awal dari masa Perang Dingin menandai munculnya dominasi Realisme dalam politik luar negeri AS yang sangat menekankan supremasi power (ideology politik dan kekuatan militer) ini, kemudian menciptakan sistem internasional bipolaritas berhadapan secara konfrontatif dengan Uni Soviet.


Kendatipun sejak Perang Dingin politik luar negeri AS sangat diwarnai oleh paham Realisme namun bukan berarti nuana Idealisme hilang sama sekali. Persaingan antara Realisme dan Idealisme justru semakin meningkat. Persaingan antara dua kubu ini termanifestasikan dalam persaingan kekuasaan antara Partai Republik (Hawkish) dan Partai Demokrat (Dovish) dalam sistem politik AS.
 Dalam tataran konseptual, persaingan ini, secara lebih detail dapat kita lihat dalam matriks dibawah ini.

Tabel/ Gambar 2
	
	State is Inherently Part of International System
	State is Inherently Separate From Interational System 

	World Politics are Inherenly Conflictual

World Politics are Potentially Cooperative
	Realist Internationalist

Liberal Internationalist
	Realist Isolationist

Liberal Isolationi


   Dari matrik tersebut kita dapat melihat bahwa terdapat empat konstruksi alternatif visi dalam politik luar negeri. Setiap alternatif ini telah mendominasi persepsi para pengambil keputusan politik luar negeri AS selama ini

a. Pertama, visi realist-internationalist yang menganggap AS, sebagai negara yang memiliki posisi dominan dalam politik internasional, perlu terus mengembangkan kekuatan militer sejalan dengan asumsi bahwa sistem internasional berada dalam kondisi yang konfliktual. Agar dapat tetap survive, setiap negara perlu memaksimalisasi kekuatan militernya. Pengembangan kekuatan militer dianggap merupakan satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan nasional AS di berbagai penjuru dunia. Dengan demikian, pendekatan politico-military ini berperan sebagai ujung tombak formulasi dan implementasi politik luar negeri AS.
 Beberapa Presiden AS seperti Theodore Roosevelt, Harry Truman adalah pendukung visi ini.

b. Kedua, visi liberal-internationalist dalam politik luar negeri. Visi ini juga beranggapan bahwa AS memiliki posisi dominan dalam politik internasional. Namun visi kedua ini berpendapat bahwa aktor-aktor negara cenderung lebih bersifat kooperatif dalam interaksi internasional. Kalaupun terdapat konflik, hal ini dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan organisasi internasional. Kaum liberal-internationalist juga beranggapan bahwa tujuan keterlibatan politik-militer AS dalam dalam berbagai permasalahan internasional lebih ditujukan sebagai upaya untuk menciptakan tata dunia yang damai ketimbang bertujuan untuk mencapai hegemoni militer dunia. Paham ini mensyaratkan penggunaan kekuatan militer seminimal mungkin dalam penyelesaian berbagai sengketa internasional.

c. Visi ketiga, liberal-isolationist lebih menitik beratkan pada penyebaran ide-ide demokrasi dalam masyarakat AS ketimabang terlibat dalam berbagai permasalahan dunia. Paham ini beranggapan bahwa perdamaian internasional dapat tercipta bila setiap negara dapat mengembangkan kehidupan demokrasi di dalam linkungan internal masing-masing terlebih dahulu. Ekspresi yang cukup jelas mengenai visi ini dapat dilihat pada politik luar negeri AS pada masa pemerintahan Presiden Woodrow Wilson yang selalu berupaya untuk “to make the world safe for democracy”. 
 Dengan kata lain, paham ini mengutamakan pendekatan inward looking sebagai prasyarat terciptanya interaksi internasional yang lebih kooperatif dan harmonis.

d. Visi terakhir realist-isolationist yang berasumsi bahwa karena interaksi dalam politik internasional bersifat konfliktual, maka AS tidak perlu melibatkan pada bulan Desember 1941 yang kemudian memicu terjadinya Perang Dunia II dan mendorong keterlibatan penuh (the fullest engagement) AS dalam Perang Dunia II. Namun di dalam negeri, mayoritas publik AS tetap beranggapan keterlibatan militer, pada dasarnya, merupakan “Once-only operation”.
 


Perkembangan terakhir dalam tatanan global diwarnai oleh perang global melawan terorisme sebagai dampak dari tragedi 11 September 2001. Tragedi tersebut telah menjadikan isu perang melawan terorisme sebagai agenda utama pembenaran sikap AS di dalam mempraktekkan unilateral dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional. AS yang memiliki kemampuan memproyeksikan kekuatan militernya secara global telah merevisi strategi keamanannya dan penangkalan (containment) dan penggetaran (detterence) menjadi serangan dini (pre-emptive attack) dan intervensi defensif (defensive intervention). Perubahan strategi keamanan AS tersebut di dasarkan pada persepsi bahwa sumber ancaman tidak saja datang dari negara (state actors) tetapi juga dari kelompok-kelompok tertentu (non-state actors) yang disebut teroris. Perubahan strategi AS tersebut menimbulkan dampak yang luas terhadap upaya bersama (collective efforts) untuk menciptakan dan memelihara perdamaian dunia yang adil dan sejahtera.

Oleh karena itu AS melakukan diplomasi terhadap berbagai negara di dunia internasional sejak dahulu hingga sekarang, dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan nasionalnya serta untuk tetap mempertahankan hegemoninya sebagai negara super power di dunia internasional.
2.2. Faktor Eksternal
Penciptaan Zona Penyangga Internal Terhadap Terorisme Internasional 11 September 2001, Serangan teroris internasional 11 September 2001 secara relatif singkat berhasil menewaskan ribuan warganegara sipil tanpa menimbulkan korban yang berarti dipihak teroris. Ironisnya adalah bahwa proses penghancuran simbol reputasi Amerika sebagai adi kuasa “superpower” tunggal pasca Perang Dingin disaksikan secara lokal dan internasional. Apa yang dilakukan teroris internasional terhadap masyarakat sipil dan infrastruktur-infrastruktur vital bangsa Amerika pada tanggal 11 September 2001 adalah untuk menunjukan bahwa mereka telah berhasil memasuki wilayah Amerika dan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia dan membentuk jaringan kerja internasional sehingga mampu memperjuangkan perjuangan mereka secara bebas terlepas dari jangkauan sistem keamanan dan pertahanan Amerika. Kejadian katastropik 11 September 2001 menciptakan celah/loket kerawanan (windows of vulnerability) untuk melancarkan serangan-serangan kembali. Fenomena 11 September 2001 tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan linier antara ancaman dan ketidakamanan yang sedang dihadapi oleh pemerintah Presiden George W. Bush. Bangsa Amerika telah menjadi “the sitting duck” dalam strategi perangterorisme internasional kemudian. Ini berarti bahwa terorisme internasional berhasil memaksakan “receptive threat culture” dalam masyarakat Amerika. Terorisme internal adalah a clear and resent danger bagi bangsa Amerika.

Penganut realisme konservatif dalam menghadapi ancaman seperti tersebut diatas akan mengambil karakteristik teori proto-struktural. Pertama, kondisi anarki internasional dipandang sebagai faktor struktural yang menentukan, dan diperlukan pendekatan “safety first” real-politik untuk melindungi keamanan bangsa. Kedua, karakteristik dan hasil interaksi antara negara-negara ditentukan oleh pola-pola kepentingan nasional secara menyeluruh. Suatu komitmen persahabatan, perjanjian atau kerjasama dianggap tidak mengikat selama kepentingan keamanan bangsa terancam olehnya. Organisasi internasional dianggap bermanfaat selama melindungi dan menjamin kepentingan keamanan dan nasional Amerika Serikat. Dalam konteks ini, tanggapan Presiden George W. Bush terhadap teroris internasional 11 September 2001 adalah :

1. Menciptakan lingkungan yang tidak memberi kesempatan teroris internasional berkembang di dalam negeri, dan luar negeri atau menghancurkan infrastruktur serta membongkar rencana-rencana mereka.

2. Menciptakan lingkungan yang tidak mendorong terjadinya kejadian terorisme di dalam negeri, dan menerapkan penegakan hukum yang dapat secara efektif menangani suatu kejadian terorisme.

3. Menerapkan hukum kriminal khusus yang tidak saja akan mengintimidasi pelaku teroris, tapi juga menutup kemungkinan perlindungan hukum atas pelaku teror.
C. Strategi Diplomasi dan Kepentingan AS yang terdapat di Asia Tenggara untuk Melindungi Kepentingan Nasionalnya dan Persepsi Ancaman Eksternal.
1. Dasar Strategi dan Diplomasi AS di Asia Tengara


Dasar strategi politik global AS di Asia Tenggara tetap didasarkan pada democratic peace, ke dalam setiap negara selalu berkaitan dengan isu-isu Global seperti HAM, dan Demokrasi, Lingkungan Hidup dan Perdagangan Bebas.

2. Kepentingan AS dalam segi politik di Asia Tenggara

Kawasan Asia Tenggara adalah wilayah yang mencakup daerah daratan seluas 1.756.000 mil persegi. Secara geografis daerah ini dapat dibagi dua, yaitu yang terletak fitanah daratan atau Mainland Southeast Asia dan yang merupakan kelompok-kelompok kepulauan atau insular Suotheast Asia. Kawasan ini membentang diantara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan juga terletak diantara dua samudera, yaitu samudera Indonesia dan samudera pasifik. Oleh karena itu secara alamiah daerah ini mempunyai posisi silang, dimana sejak dahulu hingga kini merupakan “cross road”, suatu persimpangan jalan dunia tempat bertemunya berbagai bangsa, kebudayaan dan agama melalui pelayaran dan perdagangan.
 Kawasan Asia Tenggara ini memiliki nilai dan arti strategis yang besar, baik untuk jalur pelayaran komersil, maupun jalur pelayaran militer, yang pada akhirnya menyangkut strategi global negara-negara besar.

Didalam hal ini paling tidak ada tiga kekuatan besar dunia yang secara konstan berpengaruh besar terhadap politik internasional si Asia Tenggara sejak tahun 1950-an. Ketiga kekuatan itu adalah AS, RRC, dan Uni Soviet. Sedang Jepang baru muncul dan berpengaruh di kawasan ini sejak Jepang berhasil membangun dirinya sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara setelah hancur luluh akibat kekalahannya dalam Perang Dunia II. Didalam penelitian ini perlu dilihat pengaruh dan kekuatan dari negara besar tersebut, untuk melihat seberapa jauh hubungan mereka dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.


Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, dengan kemenangan ada dipihak sekutu yaitu AS, Uni Soviet, Perancis dan Inggris. Namun persekutuan ini tidak berlangsung lama munculnya perang dingin yang merupakan konfrontasi antara dunia barat yang dipimpin AS dengan dunia Komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet, telah membuyarkan kebersamaan mereka. Hal ini diawali oleh tindakan Uni Soviet yang terus-menerus meluaskan wilayah dominasinya ke negara-negara Eropa Tengah dan Timur – yaitu kenegara –negara Polandia, Jerman Timur, Cekoslowakia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia dan Albania -- yang menjadikan tesebut sebagai negara Komunis. Melihat kenyataan ini AS tidak tinggal diam, dengan kekhawatiran yang sangat, kemudian AS dibawah Presiden Truman mengumumkan Doktrin Truman.

Doktrin Truman ini berisi tentang politik pembendungan Komunis, yang dikeluarkan secara resmi pada bulan Maret 1947. pada permulaannya Doktrin Truman ditujukan untuk mencegah meluasnya komunisme di Eropa saja. Sementara itu Uni Soviet berhasil menjadikan dirinya sebagai kekuatan laut global.
 Yang mengancam dominasi AS di Asia Pasifik. Keadaan yang tidak menguntungkan AS ini, yang diperburuk lagi dengan berdirinya negara komunis baru RRC pada tanggal 1 Oktober 1949 yang nyata-nyata mengadakan persekutuan dengan Uni Soviet. Ancaman baru yang serius bagi AS telah muncul, yang menyebabkan AS menaruh perhatian yang berlipat terhadap perkembangan di Asia Pasifik dan Asia Tenggara. AS tidak membiarkan wilayah Asia Tenggara wilayah yang strategis dan potensial untuk dikuasai musuhnya. Oleh karena itu AS selalu berusaha untuk mendekati, merangkul dan bahkan kalau mungkin menguasai negara-negara di Asia Tenggara untuk diajak bersma-sama membendung RRC.

Jatuhnya Vietnam ketangan kaum komunis dipandang oleh AS sebagai suatu hal yang sangat membahayakan negara-negara lain di Asia Tennggara yang dimisalkan oleh Presiden Fisenhower sebagai ‘kartu-kartu domino yang berdiri dimana Vietnam merupakan kartu domino yang pertama. Bila kartu ini roboh, maka ia akan merobohkan kartu-kartu yang lain berturut-turut’. Teori domino inilah yang mendorong kehadiran dan keterlibatan AS di Asia Tenggara. 

Waktu berjalan terus. Permusuhan AS-RRC hampir menginjak usianya yang kedua puluh lima tahun. Sementara itu, uni soviet berhasil menjadikan dirinya sebagai kekuatan dunia dengan angkatan laut yang tangguh, dan berhasil mengejar ketinggalannya dalam persenjataan nuklir mutakhir. Juga negara-negara yang hancur karena perang Dunia ke II mulai bias tumbuh kembali. Dipihak lain AS mulai merasa kewalahan  dan kelelahan akibat perang Vietnam yang terus menerus. Keadaan yang seperti ini akhirnya mengharuskan AS meringankan beban globalnya khususnya dikawasan Asia Tenggara. AS harus mengurangi peran aktifnya sebagai polisi dunia yang memikul beban pertahanan terbesar “Dunia Bebas” dalam usaha membendung komunisme.

Usaha ke arah pengunduran ini ternyata didukung oleh keadaan hubungan yang memburuk antara unisoviet dan RRC, sejak akhir dasawarsa 50-an. Karena pertimbangan diatas itulah dan juga karena di desak public opini di AS sendiri, AS kemudian mengadakan perubahan radikal  dikawasan Asia - Pasifik, yang persisnya dilaksanakan oleh Presiden Nixon serta assisten pribadinya Dr. Kissinger dan yang dituangkan dalam Komunike Shanghai tahun 1972. dengan kata lain pola lama permusuhan AS - RRC yang menentukan perkembangan dikawasan asia-pasifik diganti oleh pola baru  dimana AS dan RRC saling bahu-membahu, saling mengandalkan untuk menghadapi Uni Soviet yang sudah mengembangkan angkatan lautnya yang terus meningkat dan yang juga ingin berperan dikawasan strategis dan potensial ini. Kebijaksanaan AS ini terkenal dengan nama Doktrin Nixon yang tepatnya dicetuskan pada tanggal 3 nopember 1969.

Walaupun AS mengundurkan diri dari kancah perang Vietnam secara langsung, namun sebenarnya ada tiga prinsip pokok yang terkandung dalam Doktrin Nixon tersebut.

1. AS akan tetap menjaga ikatan perjanjiam dengan sekutu-sekutunya di Asia Tenggara.  

2. AS akan terus memberikan paying nuklirnya jika dating ancaman kepada sekutu-sekutu yang vital bagi keamanan AS dan 

3. Jika ada bentuk lain dari serangan yang menimpa AS akan membatasi keterlibatannya yang hanya terbatas pada penyediaan bantuan ekonomi dan militer.


Sementara menyerahkan tanggung jawab utama kepada negara yang terancam untuk menyediakan sendiri Man-Power untuk pertahanannya, dilihat dari butir pertama Doktrin Nixon, jelas dapat dikatakan bahwa bagaimanapun kepentingan politik AS di Asia Tenggara tidak dapat terlepas dari kepentingan globalnya dalam menahan perluasan pengaruh komunisme.


Kepentingan AS dalam bidang politik pada masa perang dingin jelas ditujukan untuk membendung penyebaran nilai-nilai komunis dan sosialis. Sedang pasca perang dingin kepentingan politik AS di Asia Tenggara berpusat pada penegakkan HAM, penegakkan nilai-nilai Demokrasi dan Penyebaran Nilai-nilai Liberalisme.
3. Kepentingan AS dalam Konteks Pertahanan Keamanan di Asia Tenggara

Kebijaksanaan AS di Asia Tenggara sejak Perang Dunia II sampai dengan tahun 1980-an secara kasar dapat dibagi ke dalam tiga periode, yaitu : 

1. Periode pertama sebagai “The Era Deference” yang dimulai sejak kekalahan Jepang pada bulan Agustus tahun 1945 sampai lahirnya negara RRC pada tanggal 1 Oktober 1949.

2. Periode kedua “The Era Confrontation” dimulai sekitar tahun 1949 sampai dengan akhir tahun 1969.

3. Periode ketiga “The Era Of  Retrenchement and Negotation“ mulai di umumkannya Doktrin Nixon pertama kali dalam tahun 1969.

1. Selama Periode pertama dari tahun 1945-1949, AS menjalankan policy tradisional mempertaruhkan kehormatan terhadap kekuatan-kekuatan besar yang lain yang mempunyai kepentingan AS pada waktu itu hampir terpusat di Eropa, menghadapi politik luar negeri Soviet yang berusaha meluaskannya pengaruhnya di wilayah ini. Keadaan ini berubah setelah disadari adanya percobaan dari Gerakan Komunis Internasional untuk menguasai pergerakan-pergerakan Kebangsaan di Asia Tenggara.

2. Policy AS dalam periode kedua merupakan periode konfrontasi (1949-1969). Arsitek dari politik ini adalah Dean Acheson dan John Foster Dulles. Pada dasarnya mereka mengadakan pemisahan ideology yang tajam dan berisi kuda-kuda anti komunis yang kukuh dan pengekangan terhadap Cina. Dean Acheson – Menteri Luar Negeri AS  pada waktu itu -- mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk mengimbangi Subversi dan Ekspansi Uni Soviet adalah dengan “To Create Situation of Strength”.
  

Untuk menjalankan policy ini, AS kemudian turut bertempur dalam Perang Korea tahun 1950 dengan tujuan untuk menghalangi agresi komunis. Segenap pasukan AS di Timur jauh digerakkan dibawah pempinan Mac Arthur. Kemudian ketika kaum komunis berhasil menguasai Vietnam Utara, AS bertekad untuk mencegah perkembangan  komunisme lebih lanjut sejak itu AS melancarkan politik luar negeri dengan apa yang disebut “Containment Policy”. Hal ini berarti bahwa AS akan menghadapi Uni Soviet atau kekuatan komunis yang lain dimanapun mereka menampakan usaha-usaha untuk mengancam perdamaian.

Agar supaya poltik Containment ini berhasil efektif diperlukan negara-negara “sahabat” yang mau membantu, untuk ini diperlukan beberapa metode, yang menurut Temple Wanameker ada 5 metode, yaitu : 
               

1. Economic and to rebuild war-shattered economies their prostration invited subersion.

2. Military air to help friendly nations develop the capacity to resist aggression.

3. Military alliances serving notice that an attack against one would be an attack against all and making possible joint defence planning and utilization of men and materials.

4. Basis in strategic areas ringing the Soviet eremeter so that American Military might could be made readily available.

5. A great increase in our budget.


Dari methode-methode tersebut diatas, sebenarnya hanya ada dua methode yang utama yaitu :

1. Metode yang berupa tindakan yang secara langsung menyangkut kepentingan dan pola pertahanan As yaitu berupa berbagai bentuk aliansi, pangkalan militer dan meningkatkan anggaran belanja pertahanan.

2. Metode yang merupakan tindakan-tindakan yang sifatnya tidak langsung mempengaruhi politik dan pertahanan yaitu berupa bantuan kepada negara-negara lain.


Didalam pelaksanaan Containment Policy ini ternya tidak semua negara yang berada dalam garis perbatasan dengan kekuasaan komunis mau membantunya. Untuk mengatasi ini kemudian diciptakan strategi tambahan yang disebut “massive retaliation”. Konsep ini secara teoritis menerangkan bahwa kekuatan AS tidak perlu berhadapan secara langsung dengan kekuatan komunis dalam suatu arena konflik. Setiap ancaman akan dibalas langsung oleh AS kejantung kekuasaan komunis di Moscow atau di peking dengan senjata-senjata atom. Namun ternyata “massive retaliation” ini mengalami kegagalan karena :

· AS tidak memegang monopoli persenjataan atom 

· Keragu raguan AS untuk melaksanakannya 

· Adanya perubahan-perubahan dalam politik luar negeri Uni Soviet, diamana methode kekerasan Uni Soviet diganti dengan methode yang dikenal dengan “soft line”, yaitu pelaksanaan politik luar negeri sdengan cara-cara damai melalui usaha-usaha ekonomi, perdangan dan bantuan-bantuan luar negeri serta melalui propaganda yang semuanyatercakup di dalam konsep “peaceful-coexistence”


Selain Containment Policy yang berupa pertahan global, juga dilaksanakan sistem pertahan regional yang disesuaikan dengan perkembangan wilayah yang bersangkutan khusus untuk wilaya Asia-Pasifik, pada tahun 1951 AS telah membentuk pakta pertahan ANZUS bersama-sama dengan Australia dan New Zeland. Kemudian disusul tahun 1954 dengan pembentukan SEATO dengan anggota-anggota terdiri dari AS, Inggris, Perancis, Australia, Selandia Baru, Pakistan, Muangthai dan Philipina. 


Walaupun sebenarnya Pakta Pertahanana SEATO ini diperuntukan bagi negara-negara non-komunis di kawasan Asia Tenggara yang masuk menjadi angotanya yaitu Muangthai dan Philipina. Negara-negara lain yang sebetulnya sangat diharapkan AS tetap berada diluar Pakta tersebut. Disamping SEATO dan ANZUS, AS juga mengadakan perjanjian pertahan bilateral dengan negara-negara di Asia Tenggara, seperti misalnya dengan Philipina tanggal 30 Agustus 1951 dengan Pepang tanggal 19 Januari 1960 dengan Korea Selatan dan Taiwan berturut-turut tanggal 10 Oktober 1953 dan 2 Desember 1954. akibat perjanjian ini AS memiliki pangkalan-pangkalan militer di Subic dan Clark, Philipina juga Thailand dan Jepang.
4. kepentingan AS di Asia Tenggara dalam konteks Terorisme Internasional
Persoalan terorisme telah mengubah peta hubungan antara AS dan Malaysia secara mencolok. Komitmen bersama melawan terorisme telah mendekatkan hubungan kedua negara, yang sempat terganggu oleh isu hak asasi manusia. Kedekatan itu antara lain terlihat pada sambutan hangat Presiden AS George W. Bush atas kedatangan PM Malaysia Mahathir Mohamad ke AS hari Selasa 14 Mei 2003. Bush memuji dan berterima kasih kepada kepimpinan Mahathir dalam kerjasama memerangi terorisme.

Dalam sambutannya, Presiden Bush menyatakan, “Kami telah menanti pertemuan ini untuk secara terbuka menyampaikan rasa terima kasih kepada perdana menteri atas dukungan yang kuat dalam perang melawan terorisme. Kita berbagi keprihatinan yang mendalam tentang teror, terutama dampaknya bagi negara dan rakyat kita”. Sebaliknya Mahathir usai pertemuan dengan Bush menyatakan tidak akan mentolerir keberadaan kaum teroris. Ia menegaskan, “kami tidak akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk tinggal, dan tidak ada sudut maupun tempat bagi mereka untuk bersembunyi”.

Penegasan Mahathir kembali menguatkan keyakinan AS tentang komitmen Malaysia memerangi terorisme. Nyata sekali, AS sangatlah terkesan terhadap pernyataan dan tindakan Mahathir, yang menentang keras terorisme. Padahal jauh sebelum tragedi 11 September 2001, Mahathir dikecam penangkapan, pengadilan dan penahanan mantan Wakil PM Anwar Ibrahim tahun 1998. pemerintah Malaysia membantah tuduhan dunia Barat dengan menyatakan, Anwar diadili dan ditahan atas tuduhan korupsi dan sodomi.

Sebelum tragedi 11 September, posisi Indonesia dan negara-negara kawasan Asia Tenggara dipandang sebelah mata oleh para pengambil strategi kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS). Namun semenjak peristiwa berdarah itu, pemerintah Presiden George W Bush melihat Asia Tenggara sebagai front ke dua dalam perang global melawan terorisme. Kasus bom Bali menempatkan Indonesia sebagai jantung dari upaya AS untuk memberangus terorisme di kawasan ini.


Menurut Marvin: “Indonesia benar-benar menjadi persoalan yang berat bagi Amerika Serikat. Sebab, tidak seperti negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, terutama Malaysia dan Singapura, pemerintah Megawati tidak menjadi sekutu yang aktif dalam upaya memerangi terorisme. Sikap itu kemudian berubah setelah peristiwa pengeboman di Bali. Dalam konteks ini, para pengambil kebijakan luar negeri AS melihat bahwa TNI dianggap sebagai institusi yang bisa dijadikan sekutu untuk menghadapi terorisme dan kelompok Islam ekstrim di Indonesia yang menguat belakangan ini. Namun, AS menyadari bahwa wajah TNI pasca Soeharto telah carut marut oleh berbagai persoalan. Menurutnya, “TBI adalah sebuah institusi yang terluka karena telah digunakan sebagai alat politik Soeharto selama dia berkuasa. TNI memiliki reputasi yang buruk dalam hak-hak asasi manusia. Sekarang TNI telah keluar dari arena politik dan sedang mencari formula peran apa yang bisa dimainkan dalam proses demokrasi.


Meski wajahnya telah terluka, AS akan tetap melihat bahwa TNI merupakan satu-satunya institusi di Indonesia yang bisa diandalkan untuk menghadapi ekstrimisme Islam di Indonesia. Karena itulah, satu-satunya jalan adalah membangun kerjasama dengan TNI dengan mendorong reformasi internal, Persetujuan Senat AS terhadap dimulainya kembali program pelatihan perwira Indonesia (IMET), merupakan salah satu bagian dari upaya AS untuk merangkul kembali TNI. “Memang ada semacam dilemma di sini, banyak orang bilang bahwa pemulihan kerjasama militer AS-Indonesia ini akan menghambat proses demokratisasi di Indonesia, karena itulah untuk sementara ini pemulihan kerjasama itu masih sangat terbatas.

Tidak pelak lagi, serangan teroris ke WTC dan Pentagon tanggal 11 September 2001 telah membawa perubahan besar pada kebijakan luar negeri AS, dan karena besarnya pengaruh negara tersebut, juga pada lingkungan internasional. Perubahan tersebut secara umum nampak jelas dengan pidato Presdien Bush setelah serangan terorisme 11 September 2001 sebagai berikut: “... Our nation is at war...the civilized world faces unprecented danger”, “But some governments will be amid in the face of terror. And make no mistake about it. If they do not act, America will”; Every nation, every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with terrorist. From this day forward, any nation that continues to harbor or support terrorism will be regarded by the US as a hostile regime”. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan ini adalah kenyataan bahwa kebijakan perang melawan terorisme dari Presiden Bush ini mendapatkan dukungan yang solid dari rakyat AS.


Oleh karena itu AS mengkampanyekan Anti teroris terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara. AS dan Philipina melaksanakan latihan perang “Balikatan 03-1” yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Philipina dalam menghadapi terorisme, khususnya kelompok pemberontak ekstrim muslim di wilayah selatan Philipina. Antara kedua negara telah terjadi ketidak sepahaman tentang peranan pasukan AS dalam operasi di Philipina. AS menginginkan pasukannya ikut dalam operasi pembasmian kelompok pemberontak yang dianggap teroris di bagian selatan Philipina. Sedangkan dalam UUD Philipina terdapat larangan bagi pasukan asing untuk melakukan operasi militer di wilayah Philipina, namun AS mengharapkan Philipina dapat mengusir teroris dari wilayahnya.


Secara lebih spesifik, perubahan-perubahan yang nampak dalam kebijakan luar negeri AS pra dan pasca tragedi WTC antara lain sebagai berikut:
a. Dari kebijakan multi dimensi dengan pemberian perhatian yang berimbang kepada berbagai isu, menjadi kebijakan yang lebih terfokus kepada sejumlah kecil isu, yaitu perang melawan terorisme, pencegahan kepemilikan senjata pemusnah massal oleh negara-negara yang dianggap mensponsori terorisme (“axist of evil”), dan penggantian rezim di Irak.

b. Dari pemberian perhatian yang berimbang ke berbagai kawasan di dunia, menjadi konsentrasi ke kawasan-kawasan yang dianggap rawan terorisme, seperti Timur-Tengah, Asia Tengah dan Selatan, Asia Tenggara, serta negara-negara yang diharapkan berperan dalam perang melawan terorisme.

c. Dari pemberian kesempatan kepada proses multilateralisme murni, menjadi penggunaan badan-badan multilateral untuk melegitimasikan kepentingan nasional, pembentukan “coalition of the willing”, atau penerapan unilateralisme.

d. Beranjak dari pra-anggapan adanya musuh baru yang tak terlihat (stealth), tak mengenal batas (borderless) dan tak mengenal hukum dan kemanusiaan (lawless and inhuman), mulai dikembangkan konsep “defensive intervention” dan/atau “preemptive strike”
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